BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENS]I APARATUR SIPIL NEGARA

SISTEM SATU PINTU DI KABUPATEN QGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang

Mengingat

BENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ca.  bahwa dalam rangka meningkatkan Kompetlens: dan
Prolesionalisme Aparatur di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan EKomening Ulu Selatan, maka perlo
diselenggarakan Pendidikan dan Pelatthan bagr Pegawal
Negenn Sipil;

L. bahwa dalam rangks pembinaan pengelolaan Pendidikan
dan Pclatthan di habupaten Ogan Komering Ul Sclatan
untuk mewujudkan efisicnsi, efektivitas dan akuniabililas
penyelenggaraan Pemerintahan, perlu suata pengaturan
pengelolaan yang tenniegrasi dalam Satu Pintu sebagai
pedommian bag penvelengeara Pendidikan dan Pelatihan di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan svbagaimang dinaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupath Ogan Romenng Ule Selalan tentang
Pedoman  Pengelolaan  Pengembangan  Kompetensi
Aparatur Sipil Negara Sislem Satu Pintu &) Kabupaten
Ogan Komering Ula Sclatan;

1. Undang-Undapg  Noamoer 37 Tahun 2003 entang
Pembentukan kabupaten Ogan Komering Ula  Tunur,
Kabupaterr (gan Koemedog Ula Selatan dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan {Lembaran Negara
Hepniblitk Iriovesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.347);

2. Undang-Undang Nomoer 3 Tahun 2014 tentang Aparatac
Sipit Negara (Lembaran Negara Repuhlik indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tamhbahan Lembaran Negasa Republik
Indenesia Nomaor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teittang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387} sebagaimana
telah dinhah beberana kali, lerakbir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas  Undapg-Undang Nomge: 23 Tahun 2004 ichiang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indanegia Tahun 2015 Mameor SR, Tambahan Lemhbaran
Negara Republik Indonesia Nomor o674);

Undang-tindang Nomor 300 Tabun 2014 tentang
Administrast Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indeonesia Tahun 2014 Nomor 202, Tambaban fembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S601);

Peraturan Pemacnatal: Nomor 17 Tahun 2010 tenlang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidiken {Lembaran
Bepubhk Indonesia Tahan 2010 Nomor 23, Tambahoan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5105);
Peraluran Peowrintab Momor 1D Taiaun 2007 lentang
Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran  Negara
Republik Indenesia Tabun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraiuran Prmernnioh Nomoer 12 Tohuan 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemenntahan  Daoerab: {(Lembasas Megora Kepublik
Indonesia Tahun 2017 Nomaor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoniesia Nomor 604 1

Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 31 Tahun 2007
tentang  Podomnon Penvelonoearsan Pendidikan dan
Pelatthan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Dacrah;

Perafuran Menten Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008
tenteng Pumpn Pendidibar dan Pelotthan Teknis
Substantif Pemenntahan Dacrah;

Peraturan Kepala Loipbags Admumistrass Negara Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang  Pedoman
Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemenntah;
Peraturan Kepalaz Lembaga Administrasi Negara Nomor 13
Tahun 2611 temtang  Pedoman Umum Pombinaan
Penyclenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tekmnis;
Perztvran Kepsla Lembags Administieas Negaras Momor 15
Tahun 2011 fentang Pedoman Umum  Pembinaan
Penyelenggaraon Pendiudikan dan Pelatihan Fungsional;
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun
2016 tenlang Susunan Orgenisasi, Uraian Togas <dan
Fungsi Badan Pengembangan Sumber Dayva Manusia
Maerah Provinst Sumatern Selgian Berta Daerah provinst
Sumaltera Selatan Tabun 2016 Nomaor 3%95;
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14, Peraturan  Traerah MNomor & Tabun 20016 lentang
Pembentukan DPerangkat Daerah  Eabupaten Ogan
Kaomering Ll Selatan {Lembaran Dacrah Kebreioaten Oean
Komenng U Selatan Tahun 2016 Nomor 6};

-

W

Peraturan RBunalt Nomor 26 Tohun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Peranglat Daerah Kabupaten
Opan Komering Ule Sclatan (Benwx Dhcrah Kabupatoo
Ogan Komornng Lilu Selatan Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN -

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMGELOLAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SiPIL NEGARA
SISTEM SATL PIMNTL DY HABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN.

DRAR]
KETENTUAN UMUM

Boagion Kesatu
Pengortian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Palam Porsiuran Bupal: im yvang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten (Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah  Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan.

3. Bugpati adalah Bupeti Ogan Komerning Ula Sclatan.

4, Crgamsast Peranglkal Dacrah yvang sclanjuloya disinghat
QPD adelzh Orgpaniszst Peoranclet Docrah pads
Pemenntah Kabupaten Ogan Komenng Ula Selatan.

-y

Perangkat Dacmb: Eanbopaten adalah onsus pembantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dacrah
vang terdmrt dart Sckrotariat Dacrah, Sckretaniat Dewan
Perwakilan Kakyal Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan,
Kantor dap Kecamatan.

£r.  Badan adalah Perangkat Daerab  yang melaksanakan
fungsl penurmgang urussn ponesntaban vang mosgad

kewenangan daerah.

Radun Kepeswwamn dun Pengembansan Sumber Dava
Manusia yvang selanjuinya di singkat BRKPEDM adalah
Badan Kepegawalan den Penpemboengan Sumber Dava
Manusia Kabupaten Ogan Komerng Ulu Sclatan yang
moempunya! fuges  pokok membante Bupatt dalam
melaksanakan fimgs penumgang Kepegavwamn, Pendidikan
dan Pelatithan.

AL
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Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang
sclanjulnya  di singkal  BPSDMD  adeiah Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dacrah Provinst
Sematers  Selatan yang  mempunyal tugas pokok
membantu  Gubernur  dalam  melaksanakan  fungsi
penunjang i bidang  pengembangan  sumber  Gaya
manusia daerah.

Apuratur Sipil Negars yang sclanjutnys disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegowal Negerl Sipil dan pegawai
pernarintal denesn perjaniian kogu yvoeng bekera pada
inslanst pemerintah,

Pegawal Aparatur Sipil Negars vang sclamguings disingkat
pegawal ASN adalah Pcgawai Negeri Sipil dan Pegawal
Femoriniah donvan peranjian kega yang dianghkat olch
pejabat vang berwenang dan diserahi tugas dalum suatu
jabaisn pemerintahan zlao diserahi tugss negaras lnnya
dan digajl berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Popawni Negeo Sipil yang selanjutnys disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia vang memenuhl syarat
rertentu dinnpkai aehapat Pepawal ASN securs tefap oleh
pejabat yang berwenang untuk menduduki  jabatan
poTCTImiEhEn.

Calon Pegawal Negeri Sipll yang selanjuinva disinpgkat
CPMS  adalah Culon Pegaoat Negen Sipd Pemenmitsh
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Preawat  Pemermtuh  dengan Perjanpan Kerja  yang
sclanjutnva disingkat PPPK  adalah Warga HNegara
Indonesis vang mernonodis syarat tortentu, vang diangkat
berdasarkan perjanjian kerga untuk jangka waktu terientu
dalam rangks melaksanakan tigas Pemeninizh,

Pejabat vang Berwenang adalah pejabat yang mempunyal
kewennngan melaksanakan nrokes prngangkatan,
pemnindahan, dan pemberhentian Pegawal ASN  scsuan
dengan ketentuan peraluran perundangundangsn.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah  pejabat  yang
mempunval | kewenangan  menctapksn pengsnghkatan,
permmindahan, dan  pemberhentian  Pegawai ASN  dan
pembinann Manaiemen ASN di instansi pemeriniah sesual
dengan kelentuan peraturan perundsng-undangan.
Instansi  Pembina  Pendidikan  duan pelattban yeng
selanjutnva disebut Instansi Pembina adalah Lembaga
Administrast Mopsmn Republik Indomesia [LAN-BH vang
sccara fungsional bertanggungiawab atas pengaturan,
koocordinasi, den ergaganye Rualbitas dan produbitas
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatuhan.

nstanst lalanya adaled lembapga pemerintab yang ada di
daerah.

Tostanst vertikal adalebh peranekat permeriniabh pusat dari
kemernterian atau lembaga bukan kementerian.

A
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Lembaga Pendidikan dan  Pelatthan adalah  lembaga
nenyelengoara pendidilan dan pelatthan balle pemerintah
pusat atau pemerintah daerah maupun swasta yang lelah
mendapatkan akreditas dan nsianst Perntuna Teknis.
Kompetensi adalah karakternisuk dan kemampuan kerja
vang meneskun Aaspok pengetahuan, keterampiion, dan

sikap pernilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
inbatanmya,

Pengembangan kompetens: Aparatur Sipil Negara adalah
unAava pemnsbatan karakiorisiilk dan kemampuan kongs
pocgawai Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan
polatihian YRIyE meneakup aspik pengetahian,
keterampilan, dan stkap penlaku yvang diperlukan dalam
mechidoenmann tuess iabatannya.

Kompetenst Teknis adalah kompetens: vang diukur dari
lingicat dan  spesialivast pendidibun,  pelatibon eknis
fungsicnal, dan pengalaman kepomimpinan.

Kompetens, Maonionnl adslsh sl pasmpelonty yvang
mencakup aspek pengelahuan, keterampilan, dan sikap
mesmal tegas ochian ainn fonpst hatan

Kompetensi sosial kultural adalah kompetens: vang diakour
qari peopadamac ke berkaitan dengan masyaraliat
dalam hal agama, suku, dan budava schingga memiliki
wawasen kebangsaan,

Pelatthan Dasar vang selamjutnya  disebut  Pelatihan
Prainhotan adalah proses pelatihan veng diberlaloulan
terhadap calon Pegawal Negen Sipnl pada masa percobaan
sehagar anlab ssta porsveraten unick dapet diangkal
menjadi Pegawat Negen Siml

Prlathan  Sirukiurad  asdalah proses  belajar  mongajar
dalam rangka meningkatkan kcmampuan Pegawai Negeri
Sipd vans dilcksenoken untubk mencepa persyarzlan
kompetensi  kepemimpinan aparanar  Pemerintah  yans
sewoal dengan jemgang abatan strukioral

Pelatithan Teknis adalah proses belajar mengajar dalam
FEANERG menmygkstkan kemampien Peganwar Nogen Sl
vang dilaksanakan untuk  mencapal  persyaralan
komnpetenst teknizs vang dipetindoem dolnen pelnksanaass
tugas Pegawal Negert Sipl.

Peletthan Fungsional adalab proses helaiar delasm rangka
mencapal persyaratan kompetensi aparalur Pemerintah
Theral: yang sesum dengan lenis mbalan fimgsional
Pelatiban  Pemingkatan mnilar-milan keagamaan  adalah
Pendidiiean dan Polatthan untuk mencapadl peningkatan
nilai keimanan dan ketagwaan sesual ajaran nila-mila
keagamann,

Pelatithan Peningkatan nilanilanl etika dan moral adalah
Fopdihikan dune Pelanihan uantuk moencspal peringiatan
pemahaman dan kesadaran terhadap nila etiks dan moral
yang berlaku dalam kehidupan bermasyvarakat.

A
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Pclatihan Peningkalan mlai—nilai budaya dan wawasan
kebangsaan adalah  Pendidikan dan Pelaithan uotuk
mencapal peningkatan pemahaman  keragaman  budaya
schingga meningkstkan  wasasan  Kebangsann  yang
berguna  untuk perekat Negara  Kesatuan Republik
Indonesa.

Pengembangan Kompetens)  Sislem  Kontribusi  yang
colanjutnya discbut Pelatiban Swtemn Konlmbusi adalah
pelatihan vang dilaksanakan oleh Instansi lain dan/atau
instansi Verfikal vang  telah  terakreditast: vang bava
pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ditanggung oleh
instanst pongin vttt Pomenntah Kabapaton,
Pengembangan Kompetensi  Sistern Fasilitasi vang
selanjurnya disebut Pelatihan Sistem Fasalitasi adsiab
Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pemerintah
habupatern yang biaya pelaksanaanoya dilanggunge oich
Pemerintah Kabupalen sedangkan instansi Instansi lain
dan aau Instansy Verttkal scbagai fastlitatar
Pengembangan  Kompeiensi  Sistemn Swakeicla  vang
selanjutnya disehut Polatihan Sistern Swakclols  adaslah
Pelatthan yang dilaksanakan oleh Badan Pemenntah
Wabupaten vang perencsnsan, pormbivann, pelakganaan
pekerjaan, pengawasan scrla pelaporan pelaksanaantiya
oleh Pemerintah Kabupaten.

Analisis Kebutuhan Peogembangan Kompetens: ASN
adalah schagal dasar dalam PFonyusunan Pereucunaun
Kebutuhan Pengembangan Kompetens: Pegawar ASN.

Satu Pintu adalsh Sistern peneelolaan pengeombangan
kompetenst yvang diselenggarakan dan dikoordinasikan
Oleh BRSDM  mcliputt perencanasn, polaksanasn,
monitoring, dan evaluasi serta, fasilitasi

Pretest adalabh sustu benink pertanyaan vang (Bbenkan
kepada calon peserta sebelum memulal pelygjaran atau
acholum diberikan matern.

Post test adalah suatu bentuk pertanyaan vang diberikan
kevada peserta selelah selesainya marerif pelataran yvaog
disampaikarn.

Bagman Kedua

Maksud dan Tujuan
Pazal 2

Peratarzn Bupall wo dunaksudkan sebagal pedoman
penvelenggaraan  Pengernbangan kompetensi  mclalw
pendidikan dan polatiiza Pegawar ASN di Lingkungon
Pemerintab Kabupaten.

Penpembungnn bompetensi pegawm ASN sisiem satu pntu
bertujuan untuk:
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a. Menjamin kepastian hukum  dalam  penyclenggaraan
pengembangan kompetensi Pezawai ASN di hngkungan
Pernerintah Kaboapaten;

b, Mewopodkan penvelenpearaan pengeTnhangan
kompetenst Peeawai ASN vang lerarah, terpadn, efckfi,
efisien, berkelanjuian, akuntabel dan profesional.

c. Meningkatkan ketcrampiian  dalam penyelenggaraan
pengcmbangan kompetenst pesawal ASN & honglungan

Pemerintah Kalminaten;

BARI
SASARAN AN BUANG TINGEUR

PENGERMDPANGAN KOMPETIEMS]

Bagan Kesalu
Sasaran

Peea!l 3

Sasuran Pengembangan Homopeions: terdin dan -

. OCPNS {Calon Pegawat Negeri Sipil);

. PNS {Pegawail Negerr Sunly

c.  PPPK {Pegawai Pemerintah Perjanjian Kema) sesuai dengan
persyatatan jabatan yang dilstankan dalam peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fuang Lingkun

Pasal 1

Rusng Lingloap  Peramiran Fapatt wnm oensmaiar teniang
Penvelenggataan Pengembangan Kompetenst Pegawar ASN o
Lingkungan Pemerintrh Kabupaoten, vang melipufs Kegiatan
Perencanaan dan Strategl, Pelaksanaan, Kebpakan Sistem Satn
Pintu, Koordirrasi, Evaluast dan Pelaporan.

BAB U
PERLNCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENS!

mr

(1} Setiar Pepawal ASHN memiliki hak dan kesernpatan untuk
mengembangkan komnetensi dengan memperhatikan hast
penilatan ineru dan oemdamn kompsisns: PNS yang
bersangkiitan.

{21 Pengembangnn kompetens: schagaimana dunaksud pada
avat (1 antara Inin melalin pendidikan, petatibhan, seminar,

kwrsais dan penataran,
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{3] Pengembangan kompetens) digunakan sebagai salab satu
dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan
kaner.

(1} Perencanaan Pengembangan kompetensl pegawar ASN
dalam hngkup Pemerintah Kabupaten didasarkan pada
Anziisa TPengombangan Komoeicns pegowal ASHN pada
ORI 4 lingloan Pemenntah Kabupaten.

,-H
T
Hiurd

Anahsis Pengembangan  Kempetens: Pegonwar . ASN
sebagmimana dimaksod pada ayval (4), diaksanakan oleh
Timn  Analisls  Pengembangan ¥empetsnst ASN i
Kabupaten.
i Tim Anabsis Pengemibangon kempetens: ASN df Kabupaten
terdiri dari:
a. Sekretans Daerah.
b, Asisten Bidang Admuemistras: Umom,
. Kepala BRKPSDAL,
d. Kepala Bagian (gamizasi dan Tata Laksana Sekrelanal
Diaerah.
e. Kepaia Bagian Hitkiom Sekretariat Dascrah
[. Sekrstansg Dewan Perwalitan Rakyvatl Daerah, Sekretarns
Inspektorat den Sckretars Korps Pegawatl Republik
Indonesia.
o. Seluruh Sekretans Ihnas, Badan, dan Kecamatan.
h. Kepala Bidang Diklat derr Poopemtbanpen Kumpewsnst
Aparatur BRKPSDM,
1. Eepala Sub Baman vang membidang kepegawalan O3
Dinas, Radan, Kantor dan Kecamatan.
(¥} Tun  Anatisis scbagaimana dimaksud pada  avar (6]
ditelapkan

a.

EMEAT k’ﬁp: Husan B }p:a'ri.

Pasal 6

QP sctian laban wajlt meiakokan identiitkasi kebutuhan
nengomnbanean kompetenst Pegaws ASN dr hnglkongan
masing-masing untuk disampaikan kepada BERPSGM.

(4} BEPSDM selwgai nenangsnnmawnh DICTCTICANAN
kebuakan peapembuenioan kompetenst pegawal ASN dalam
hingkn Pemenndah Kabupaien melakokan kapan, Anahsis
Kebutuhan  Pengembangan Kompelensi pegawal ASN
sebagal  dasar  penenfuan program pongombangan

——
—

kompeatens: ASN Tahunan.

(3} Nalam Perencanaan kchiiakan pengembangan kompetensi
preawai ASN  sehasaimana dimaksud nada avatr  (2),
dinermiuk Twm Analisis Kebutithan Pengembangan
Kompetenist ASN pada BKPSDM.

(4} Hawmt Analisis Kebuishan Pengembangan Komnetens:
Apartalur sebhogmmana dimeksud gada avat (33, disusun
selian lahoun angeamn sebapal dasar penentuan Program
Tahunan angpmean pongembengan kompetenst pegioam

AGN dan ditangkan dalam Rencana Strategis BKPSDM
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Pasal 7

Perencanaan Program Pengembanpan Kompsienst pegawdi

ASN pada OPD dalam lingkup Pemenntah KXabupaten

dilakukan dan/aian dikoordinasikan dengan BKPEIM.

Program  pengembangan kompelensi schagaimana

ditnaksud pada avat (1 mehiput: -

a. Penvusunan standarisasi kompetensi khusus;

B, Peppembangan Sislem  Informast  Pendidikan dao
Pelatthan {(SIMDIKLAT};

c. Bimbingan tekns;

d. Evaluasi Dildat;

e, Pelatihan prajabatar;

f. Pelatihan struktural kepemmirmpinan;

o Peigtinan teknis;

h. Pelatihan fungsionali;

i Felathan sosial kalivrat, dan

j. Pendidikan formal dalam  ravgka  peningkatan

pengetzhiugn dai keahlian PRS.
Dalam rangka sinkromisasi dan pembinaan, penyusunan
DroOgran pengembanoan kunpeiens) sehapatmana
dimaksud pada ayvat {2} terlebih dahulu dikoordinasikan
dengan BPSDMD.

Pasal &

Fencana pelaksansan Penpomnbanguan Kompetonst pogawil
ASBN dilakukan oleh BEKPSDM,

Rencana pelaksanaan pengembangan kompeienst pegawal
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {1), ditnangkan
duluent beniuk Reraogka Actuan Kerja (KAK) atau Term of
Reference (TOR).

TOR schassimana dutaksud peds ayat (21 roemupakan
diskripsi pelaksanaan Diklat meliputi jenjang pelatihan,
program  polatthan, peseris poeiaiihan, widvaiswara, als!
bantu belajar, bahan ajar, jadwal dan pembiayaan.
Rencana  poelaksunasen Hompelensl  wekmsfiongsional
tertenty dapat dilaksanakan oleh OPD dengan teriebth
dahubty berkanrdinas] dan dievalias) oniuk mendapatkan
rekomendasi kelayakan dan BRKPSDM.

Rencana pelaksanazn bimbingan tekms, onentasi,
lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi, dan lain lam
vang wakionys Gdgek  iebih darnl 3 fiiga; hari depal
dilaksanalkan woleh OPD dengan terlebih  dahulu
berkoordinasi  dan dievaloast antok roendapatkan
rekomendasi kelayalkan dari BKPSDM.

Hekomendast koelayaken sehapaimnana dunshsad pade ayat
{51 dikcluarkan olch BEKPSDM.

AL
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Bagian Kedua
Rapat Koordimmasi Dacrah

Pasal 9

Hasil Analisis Penpemnbangan Kompoiens pegawal ASN d

sampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah  yang

difasiiiasi  olch  Bidenz Pengumbungan  Kompolensi

Aparatur BRPSDM Kabupatcn.

Ranat Koordinast Daeran sebapgaimnana dimaksod avat (1)

dilakukan setiap tahun scbagal forum  Koordinasi,

konsulwasi, cvaluas secin konseiuinzst pelsksaoaan

Pengembangan Kompetens: ASN Sistern 3ata Pintia yang

efelen! dan  elsien  dalam  merencensien kebiiakan

Pengembangan Kempetensi dalam  lingkup Pemennlah

e inapaien.

Sclain membahas hasit Analisis Kehutizhan Pengembangan

Kompetensl pogawa: ASN, Rapet Keondinst Daerah jupn

membahias hal - hal lamn yang meliputi -

a. Menyusun kebuiluhsn pengembangan kompeiens: ASN
vany dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja atauo
nembmtan Ferm of Reforence poradidikan dan pelatinan,

b. Penentuan kriterta calon peserta  pendihkan  dan
pelatihan;

¢. Penentuan knteria calon pengsjar Pelatihan;

d...Penenyiun iempat pendidikan dun peliiibingg

¢. Peneniuan waktl dan penyvusunan jadwal Pelatihan;
i

f. Persiapan kelengkapan pendukung berupa sarana dan
prasarana pelathan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETRENS]

Hagiun Kesatu

LImmum
Pasal 10

Pengombangan kompeiens] iendin dan:

a. pengembangan kompetensi dasar bapgl CPNS,

b pengembangan kompeiens: dalain jabatan.
Pengembangan kompetenst dasar bagl CPNS scbagaimana
dimaksud pads ayal (1] horol 2 ddsksanakan uniok
mermnbangun nlegntas moral, kepgjuran, semangat dan
molives:  opsionalisme dan kebanpsaan,  kerskter
kepribadian vang ungpul dan bertanggung jawab, dan
metnperkoeat profesionalisme serta kampetenst ndanp bag
calon PNS pada masa percobaarn.

Pengembangan Kompetensi dolam jubatan sebagarmnians
dimaksud pada ayat {1) huruf b terdin dari :

AF
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a. Pengembangan Kompetlens: Manajenal;
b, Pengombaneen Kompetensi Teionis dan Fungsional;
c. Pengembangan Kompetensi Sosial Kadtural.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetens Dasar

Pasal 11

(1] Pengembangan wornpetens dasar bagh CPNS dilaksanakan
melalul Pelanhan Dasar CPNS dan Jatau Pelatihan
Prajabhatan.

{2) Pelaksanaan pengembangan kompetonst sebagaimana pada,
avat {1 pelaksansanmyva disesunikan denpgan kelentoan
dan Lembaga Adonmustras: Negara (LAN).

Bagian Kot
Pengembangan Kompetensi Manajerial

Pasal 12

{11 Pengembuangan Kompsienst Manpiena] dilakuben melaln
jalur  pelathan  vang  dilakukan melalin  Pelatihan
Stiuktural

{Z2) Pelatihan Stroktural terdin atas:

A. Pelatthan Strukiursg! Kepeomumpinan Pretsma, antuk
jabatan Tingom Pratama;
. Petaizhan Stroktoara!l Kevemuopoean Sdmoansloater,
untuk jabatan Administrator;
. Pelatthan Struktural Kepeomnuognnan Poogawas, untuk
jabatan Pengawas.

{2} Pedoman pE S A TrETnpeminnuan kompeterss
manajeral  sebagsaimana  dimaksud  dalam oavat  {2)
sepenuilinva mengacit pada Eetenican yvang diteiapkan oleh
Lembaga Administrast Negara {LAN).

Peiatihan Strukiural Scbagatrmang dirnsksud dalam Ayval (2)
diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan  Pemerintah
Terawreditas

|5} Akreditasi  pelatthan  struktural  sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (4} dilaksanakan oleh LAN.

Baman Keempat
Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

Pasal 13

{11 Dclaksanaan pengembangan kompetenst teknis dilakukan
melaiul  Jaiur peisiinan untuk  mencapat  porsyaratsn
standar kompetensi jabatan dan pengembangan  karier
yvang dapat dilakubkan sccara berjenjang.
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Jumis  dan jenjsng peopembangan kompetensi lcknis
schagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan olch
instans: tcknis yvang bersanghkutan.

Pelatihan teknis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselengaarakan oleh lembaga pelatthan lerakrediiasi.
Akreditasi pelaiihan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayai (A} dilsksunakan oleh musing-rosing instanst ekos
dengan mengacu pada pedoman akreduast  yang
ditetapkan cleh LAN.

Pasal 14
Priaksanaan Peogembmngsn Hompeienst Fungstonal
dilakukan melaln jalur Pelatihan untuk mencapal
porsyaraian standar Rompetenst Jabalan dan
Pengembangan Karier.
Jenig dan jenjang Pengemnbangan Kempeteost Pungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan oleh
instansi Pembinag Jabaian Fungsional,
Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} diselengrarakan oleh Lembasa Pelatihan Teraskredilast
Akreditast Pelatthan Fungsional sebasaimana dimaksad
pada ayat {3} dilsksanskan oleh masing-masing Instans
Peminna Jabalan Fungsional dengan mengacu pada
pedoman Akreditas vang ditetapkan oleh LAN.

Baman Kelima

Pengembangan Kompeiensi Sosial Kultural
Pasal 15

Poeigksanaan pengembangan Kompetens: Sosial Kularal
dilakukan melalui jalur pelatihan.
Kompeicnst Sosal Kulniral schagatmana dumalesud dalam
avat (1}, terdin dari:
a. Pelatthan penimekatan mikai-rila keasamaan
Pelatihhan peningkatan nilai-nilai etika dan moral; dan
¢ Pelgliign porunghsisn nia-nis Dudayva dan wawasan
kebanigsaan.
fristthan  Kompelens:  Soswm! Kuliural  scbagsimans
dimaksud pada ayvat (2} diselenggarakan oleh lembaga
pelatihan terakreditasi.
Akreditasit pelatthan Kompetensi Sogial Kultural
schagamana Gunaksud pada aval (3 dilaksanakan oleh
LAN.
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Pasal 16

Peluithan peningkaian nini-vilsd kesgapman scbagaimana
dirnaksud dalam Pasal 13 avat (2} hwuf a, terdin dam
Birnbingsn Teknis  [Bipick), Workshop, dan corsmah
umum  untuk peringkatan nilal-milai keagamasan  bag
prgawa ASN.

Pelatihan  peningkatan  nilai-mlan etika  dan moral
sebagmmana dimaksud dalanr Pasal 15 ayat 3 haral b,
terdiri dari Bimbingan Teknis (Bimiek], Workshop, dan
ceramah amum untuk peningkaian niln ndaed cotika dan
moral bagt pegawal ABN.

Pelatthan nilal-nidal Ludaves dan wawesan kebangsuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2] huruf c,
werdint dart Bunbingan Tokns {Bimiek), Workshop, dan
ceraman umum untuk peningkatan budaya dan wawasan
kebangssan agl pegawai ASN.

2AB Y
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENS]

Bagian Kesailu
Persiapan Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 17

Setlap penyeleneggaraan  Pelatithan  dilengkam  dengan
dokomen pelaksanaan kegiaian Pelabihan dalam bentuk
Pedoman / Bukn Panduan Pelauhan yang dikeordinasikan
deppan BRPSOM.
Pedoman/Buku Panduan scbagaimana dimaksud pada
uyab {1} mengrambarkan selurul Regiatan yang mernuar
antara lain nama/jenis, tujuan, rancangan, kurikulum,
calon peserta, jangka waldu, tempsil, fenagas  pamiia,
tenaga pelatth /instruktur dan pembiayvaan pelatihan.
Bedoman i Buky Pundowsn scbopamana  dhmaksnd  podas
ayat {2} mengadi acuan pelaksanaan Pelatihan.
UVnsur-unsur pendukony yane dipuneskan dalam
polaksanasn Pelatthan  haruas disiapkan sebelum
pelaksanaan peletihan mebou
a. Tenaga Pelatihan;
b, Barana dan prasaran:;
¢. Pembiavaan; dan
d. DBan lgindaim yang dopat mendukung  kKelancaran
pelaksanaan Pelatihan.
Hnsur-onsur pendukery schegaiinana dimeaksud  pada
aval {4} dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional
Prosedur (S07] vang berluku pada BESDMD.
Pemanggilan  peserta Diklat  dilakukan  oleh  pegjabat
Pembina Kepegawailan Daerah melalhui BKPSDM.
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Baogian Kedua
Prlalsanaan Pelatnihon

Pasal 18

(1} Pelaksanaan pelathan pengembangan kompeionst pegawat
ASHN dilaksanakan oleh BKPSDM.

{2} Pelatihan teknis/ funpsions] dapat dilaksanakan oleh OPD
di lingkup Pemenntah Kabupalcn sctelah mendapatkan
rehomendas dan BKPSDN.

{31 Kegiatan himlbingan teknis, orientasi, lokakarya, sermnar,
simposium, susiabsast, dan lain-lain yang waldunya vdak
lebih dart 3 ({tiga} hari dapat dilaksanakan oleh OPD
Kabupaien dengan  terlebil: dubralu betkoordimast dan
mendapatian verifikasi persetjuan pelaksanaan kegiatan
dari BRPSU.

(4]  Instrukiur/widvaiswara harus mempersiapkan penjabaran
tujitan kurikuium ates mole peigjaran Peiztiban yang akan
diajarkan berupa bahan ajar dan menyusun Gans-garis
Busar Propgram Pembelajaran (GOPP) atau Rancang Bangun
Program Pembelgjaran  (RBPP)  serta Jafuan  Acara
Pernbelajaran {SAP) aizv Rencona Program Pembelajaran
(RPF.

o Pretest dan Post test wallh gimdakan bagm osetiap
pelaksanaan Pelaiihan.

Pasal 19
Penyelenpgarasm pelatinan pengembangan Kompeienst

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayal (1), dilaksanakan
SCOATR

4. Pelatihan sistem kKontribusi;

= Pelatihian sistem lasislasy; dan

c. Pelatihan sistem swakelola,

Pasal 20

Joret
ot

Prisksanzan polathan sislemn kominbust  seboagsimana
dimaksud dalam Pasal 19 huref a, yaitu melalui kontribus)
kepesda imstanst iain dan/atau instanst vertikal yang weish
terakredilasi bertindak selaka penpgembangsn kompetensd
pepawal ASK

(21 Jemis Penyelenggaraan pelatthaa sebagaimana dimaksud
pada ayval (1), adolah sebagal beriloat -

#. Pelatihan Prajabatan;

b. Pelatthan Sirckivre!l Kepernimpinagn  Pengawas;

N

¢. Pelatthan Siroktural Kepemimpinan Admimstralor;

d. Pelatihan Strakiaral Kepemimpinan Pratama;

e, Pelatihan Telnis: dan j{\ /é
f. Pelalihan Fungsional
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Pasal 21

5l

1} Fohikesunaan elgithinn sisiemn fwwilitas: schagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 haral b, yaitu melalui fasilitast

ofeh nstanst lapn danfatau mstanst veriikal yang ielshb

LN

leralreditast selaku  penyelengrara pengembangan
kompeicnst pecawal ASN.
{2) Jenis penyelenggaraan pelatihan scbagaimana dimalesud
Dada avar {1}, edaish sohagai berikeut
a. Pelatthan Prajabatan;
Peiztihban Pirukiura! Kepemimpinan FPeERSawas,

h
¢. Pelatihan Strulctural Kepermimpinan Administrator;

. Pelairiian Struktural Kepemimpinan Pratama:
. Pelatihan Teknis; dan

. Pelatihan Fungsional.

Pasal 22

(i] Pelaksanaan Pelatthan Sistemn Swakelola  sebagaimana
dimasksud dalamm Pasal 19 hural o, yanu melalu
pengelolaan sendiri oleh OPD vang diberikan kewenangan
pengembnean kompetensy pegawar . ASN selaku
penvelenggara pelatthan pengembangan kompetensi
nepawni ASN,

(2} Jems pelatihan pengembangan kompetenst pegawal ASN
sehagatmana dinelsud pada ayat {13, adalaly scbagal
benlout:

a. Pelaiinian iekms;

L. Binlingan  leknis (Bimtek), workshop, kursus dan
cersmah wmor unduek peningkaian mmla-nila
keagamaan bagi pegawat ASN;

o Bimbingan  ickms {Bimick], worishiop, kursus dan
ceramah umun untuk peringkatan nilai-nilan cuka dan
et bnept peeiaat ASN;

d. Bimbingan Tecknis ([Bimtek}, workshop, kursus dan
ceramah uinuin unluk penminokatan budaya  dan
wawasan kebangsaan bag pegawal ASN,

BAB Vi

EVALUAST PELATIHAN

™ = rl
Dagian Resatu

Evaluasi Perencanaan Pelatihan
Pasal 23

(i) BEPSDM melskolun Eveluant terhadap perencanasn dnn
pelaksanaan pelatihan untuk membenikan penilaian atas

kelavonbon peloksanuan suasiv Telatthan Pongpombangan M
Kompetens: Pegawal ASN.
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Indikator yang harus diukur dalam menilai kelayakan
perencasaan  dan pelaksanaan  pelutithan  sebagaimang
dimaksud pada avat (1) meliputi
z. Tingkat kepentingan penvelengearaan suaty pelaiban,
yvaitu alasan dan fujuan dilaksanakannva pelatihan
tersebui;
b, Relevanst hasit pelatihan dengan ketentuian kebutuhan
Ohrgzuzisasi;
¢. Skala prioritas pelaksanaan;
4. Tighkat esiapan mater: Pelaihan;
e. Kualifikasi Tenaga Pengajar yang tersedia;
f. Tmgkat kesiapan  peleksanusan,  (kesiopan  panitia)
melipuls
1. Kestapan Maten;
2. Sarana dan Prasarana; dan
3. Pemninavean;
a. Kesiapan Pescrta.
Kegiatan Evalunst pra Pelaithan dilakukan dalam beniuk
(bservasi  langsung  di  lapangan, menilai  proposal
Pelpithan dan Wawancuars denpan Panitia Penyelenppara,
Hasil Evaluasi pelaksanaan BKPSDM dituangkan dalam
pentuk  Rekomerndasi kelayakan  peleksanaan suaiu
Pelatihan Penigemnbangan Kompelensi Pegawai ASN.

Bagian Kedoa
FEvaluasi Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 24

Bvalumnst  Pelsksauaan  Pelatthen bBenujuan untuk

mengukur tingkat keberhasilan Pelaksanaan pelatihan.

fvaluast Pelaksanaan Pelatihan melipuid

e, Evaluasi peserta vang dilakukan oleh
widvaiswara, (CHASE Dengajar;

b Bvaluasi Widyaiswara/ Tenaga Pengajar vang dilakukan
oleh Panitiaf peseria; dan

¢. Evaluasi Pelaksanaan Pelatthan vang dilakukan olch
widvaiswara fpeserta.

Evaluasi  Pelaksanaan  Pelatihan  dilakukan  dengan

menpgeunskan  insiramen cvaluasi vang  disusun olch

BEPSDM berdasarkan pedoman vang  ditetapkan  olch

instanst Pemlana.

Hasil evaluasl pelaksanaan pelatihan daerah Kabupaten

ditusngkan delam  bentuk iwporan  pelaksanaan yane

disampaikan kepada pejabat Pembina  Kepegawaian

Dacrah dan schkulipus bahan masokan dalarmn rangks

percvempurnaan  pelaksanaan  pelatihan pengembangan

kompelensi berikuinya.
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Bagian Ketiga
Evaluasi Alumni Pelatihan

Pasal 25

Evaluasi  alumni pelatithan dilaksanakan untulk

mengetahui dan mengukur:

a. Tingkat pemanfaatan alwmn pelatthan dalnm jobatan
struktural;

b, Perkerobanpon perubahan vang wehh didaksanakarn;

¢. Rencana perubahan yang akan dilaksanakan:

d. Tingkat peningkatan kinera alumni;

Tingkat peningkatan kinerja instansi unit arganisasi

abummm pelanhan.

Kegiatan cvaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan olch BRPSDM dalam bentuk kajiun.

Hasil evaluasi disampatkan kepada pejabat Pembina

Kepegawalan Daerah deagan fombusan kKepads Instans

Pembina.

o]

SAB Vi
PESERTA PELATIHAN

Haoinn Kesatu
Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas

Pasal 26

Calor; peserls Pelatthan Struktural  RKepemsmpinan
Pengawas adalah PNS yang menduduki jabatan Struktural
Pengawas  yang  wapb monmkon Peladhan Struklural
Kepemimpinan scsual dengan kelentuan vang beriaku,
Calon  peserta Pelabhan Strukivmsl Kepemimpinsn
Pengawas yang belum menduduki fabatan Strukiural
Penpawas  wajbh  mengikuti sclecksl akademik dan
dinyatakan iulus serta memenuhi persvaralan lainnya
sestat dengan ketentuan yang beelaka,

Selekst akademik sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dilaksenakan  olch BKPSDM  bekerjasamas  depngan
BPSDMD.

Borian Wedun

L b

Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator
Paszal 27

Calon peserta Pelailthan Strokicrsl Kepemimpinan
Administrator adalah PNS  yvang menduduki .Jabatan
Struktural Adminisitalor yvang wajib mengilati Pelailhar
Struklural Kepemimpinan sesual dengan ketentuan vang
berlaku.
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(2) Calon pescrta  Pelatthan Struklural  Kepemimpinan
Adminsirator yang belum menduduld Jabatan Strukiural
Administrator wajib mengikina seleksi akademik dan
dinvatakan luius serta memenuht persyoratan  lainnva
scsual dengan ketentuan yvang berlaku.

Seivksi akademik sebagaimuanu dimaksud pada ayat {2
dilaksanakan Olch BXPSDM  beketjasama dengan
BESDMID.

&

Hawman Keligs
Felalthan Struktural Kepemimpinan Pratama

Pasal 28

(1} Porsyaralan pescrta Peisdban Suukworal Kepemimpinan
Pratama adalah PNS yang menduduki jabatan Strukiural
inpinan Tingsl Pratoma.

(2} Tata cara pencalonan, seleksi, dan pelaksanaan Pelalihan
Strukiuzal Kepermmirmmpinan Pratama berdasarkan keiontuan
yang diatur olen Instans) Pembina.

Bagman Kesrpat
Pelatiban Prajabatan

Pasal 20

Pesertz . Pelabhan  Prmsbaian adoloh OPNS vang  telah
memenuhi syarat untuk mengikuti Pelarhan  sebagaimana
diatur dalam peraturan vang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Buagminn Keluina
Pilatihan Toknis

Pasal 30

Persyaratan  poseriy Pelachan  Toknis adaleh PRS yang
membuiuhkan peningkatan  Kompetensi  Teknis  dalam
pelaksanaan tugasnya dan mendopst rehomendasi dari Tim
Seleksl Peserta Diklal Instanst (TSPDY) masing-masing.

Bagian Kecnam

Pelatihan Fungsional
Pasal 31

Persvaratan pescria Felatthan Fungsional adalsh PNS yang
akan atau telah menduduki jabatan fungsional dan memiliki
vommpelenst vang sesusl yvang disvaraikan dalam peilakssoaan
Pelabhan Fungsional {ertentu. A/(_
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BAB VIII

HEBLIAKAN PENGEMIBANGAN
KOMPETENG] SISTEM SATU PINTU

pagian Hesaiu
Pendelegasian Wewenang

Pasal 32

e
wadd
——

LiTusan Pemenniahan clt ndang Pengombangan
Kompetensi  Pegawat ASN  di Lingkungan Pemenntah
Kabupaien berada pada BKPSDM.

{22) Urusan Pemernntazhan scbagaimana dimaksud pada avat
{1} diloksanankon denpan sistern Sate Pinda, terinfegrast

pada BEPSDM.

3] Urusan Pemerintahan schagaimana dimaksud pade ayaei
(1) termasuk semua kegiaian Pengembangan Kompetenst
vang dilnksanakan oleh OPD haris dikoordinasikan dan

-

mendapat Verifikas: sebagal persetujuan perencanaan dan

atau peiaksanaan kematan dan Kepals BUPSDM sesuan
jenis dan jenjang Pengembangan Kompetens: Pegawal ASN.

(4} Kewenangan BREPSDM sebupawnana dirmaksod ayat (1}

meliputi:

a. Penvelengparaan Peagembangan Kompeiensi Pogawai
ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten melaiu
sistern kontmbuas,  sistem fassbtast dan sistem
swakelola;

. Penandatanganon Naskab Persntiien Kenasama
penvelenggaraan Pengembangan Kompetenst Pegawat
ASN melzhn  konivibus: dan/ataun {astdias dengan
mstanst lain dan/atau instanst vertikal vang telah
Tertakrediiag;

c. Melalmltan  supervist cvaluast  dan pengendalian
poreneanasn don  penyelengguraan Pongembanpan
Kompetens vang dilakukan oleh OPD;

d. Melakukan pelaksanasn fogas Imn yang diserabkan
oleh Bupati sesum dengan tugas pokok dan fungst di
bidang Mengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Hagian Kedua
Sanksi

Pasal 33

Apalila OPTDY  melaksanakan Penpembangan Kompetensi
pegawal ASN tanpa koordinast dengan BEPSDM, maka Sural
Tangda Tamat Pelatthan  (ST7TP), Serufikat, Pagam dan
scicnisnya tidak diakui sebagai salah samu syarat dalam
pengembangan karir.

s
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BABIX
PEMBIAYAAN

Pasal 34

(1) Pemblayvaan dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi  pegawai ASN  di  lingkungan Pemcriniah
Kabupaten dapat bersumber dari Angearan Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan sumber lain yang sah.

(2} Pengelolaan Pembiayvasn schagaimanas dimaksud pada avat
{1}, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Ferundang-
undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini roula berlaku, maka semua
pengelolaan Pelatiban di lingkungan Pernerintah Kabupaten baik
Pelatiban Prajabatan, Pelatihan struktural, Pelatihan Teknis, dan
Pelatiban  Fungsional vang telah ada  sebelum berlakunva
Peraturan Bupati ini, dinvatakan tetap berlaku.

Fasal 36

Peraturan Bupati ini mulal berlak; pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraluran Bupali ini dengan penem patannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetaplean di Muaradua
O‘Tiada tanggal 13 November 2017
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Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 13 November 2017

Flt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN QGAN KOMERING ULU SELATAN,
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BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR



